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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini, maka didapat

kesimpulan bahwa :

1. Peraturan daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pengelolaan Tempat Parkir tidak dilaksanakan dengan baik terutama
dalam hal perijinan pengadaan dan pengalifungsian jalan umum menjadi
area parkir yang mana pihak Dinas Perhubungan melakukan hal yang
tidak sesuai dengan pasal 14 ayat 1 mengenai berkas atau lampiran yang
harus dipenuhi oleh setiap pemohon ijin usaha tempat khusus parkir
yang dimiliki oleh orang atau badan/ swasata yang pada umumnya ialah
surat ijin gangguan.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dari pengadaan dan
pengalihfungsian jalan umum menjadi area parkir yang ada di Kota
Malang pada umumnya bertolak belakang satu sama lain antara area
parkir yang dikelola oleh pihak swasta dengan pihak pemerintah. Pihak
swasta pada umumnya menjadi pihak yang memiliki hambatan dalam
proses pengadaan dan pengalifungsian jalan umum menjadi area parkir,
sedangkan pihak pemerintah umumnya tidak memiliki hambatan dalam

pengadaan area parkir.
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4.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang penulis
ajukan diantaranya :

1. Bagi Dinas Perhubungan Mota Malang, hendaknya pihak Dinas
Perhubungan Kota Malang melaksanakan kegiatan dalam bidang
perparkiran kususnya dalam pengadaan dan pengalihfungsian jalan umum
menjadi area parkir sesuai dengan peraturan yang ada, dalam hal ini
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 pasal 14 ayat 1
ssampai 3.

2. Bagi Pengelola Parkir, hendaknya mendaftarkan lahan parkir yang
dikelolanya kepada Dinas Perhubungan Kota Malang agar Dinas
Perhubungan juga dapat membantu mengawasi jalannya proses pengelolaan
perparkiran.

3. Bagi Masyarakat, adabaiknya mendukung jalanyna pengadaan maupun
pengalihfungsian jalan umum menjadi area parkir dengan parkir pada lahan
atau area parkir yang telah tersedia, agar ketertiban jalan dapat berjalan

dengan lancar dan baik.
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